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Abstrak
 

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas, terdapat birokrasi dan administrasi yang

kompleks, yang mengakibatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Salah satu pelimpahan wewenang ini adalah monopoli atas barang dan jasa yang dianggap penting oleh

negara, yang diberikan kepada pemerintah daerah dan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD). Namun, BUMD ini kerap kali rentan terhadap praktik monopoli, seperti yang terjadi pada kasus

PDAM di DKI Jakarta. Melihat hal ini, terdapat kekosongan hukum mengenai monopoli BUMD dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana kewenangan BUMD melakukan monopoli menurut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat serta bagaimana praktek BUMD melaksanakan monopoli dalam beberapa peraturan perundang-

undangan sektoral yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan yuridis normatif dan hasilnya

menyimpulkan bahwa BUMD memiliki kewenangan untuk melaksanakan monopoli berdasarkan undang-

undang serta sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dan penyelenggaraan monopoli oleh BUMD

melalui penguasaan negara berdasarkan undang-undang sektoral yang berlaku.

......Within the vast territory of the Republic of Indonesia, there is a complex bureaucracy and

administration, which results in the delegation of authority from the central government to local

governments. One of these delegations of authority is a monopoly on goods and services deemed essential

by the state, which is granted to local governments and through the establishment of regionally owned

enterprises (BUMDs). However, these BUMDs are often vulnerable to monopolistic practices, as was the

case with PDAM in DKI Jakarta. Seeing this, there is a legal vacuum regarding the BUMD monopoly in

Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This

raises the issue of how the authority of BUMD to monopolize according to Law Number 5 Year 1999 on the

Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the practice of BUMD to

implement monopoly in several applicable sectoral laws and regulations. This research uses a normative

juridical review method, and the results conclude that BUMD has the authority to carry out a monopoly

based on the law as well as a body designated by the government and the implementation of a monopoly by

BUMD through state control based on applicable sectoral laws.
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